
 BUPATI GARUT  
PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT 

NOMOR 7 TAHUN 2018   

TENTANG 

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah 
dan peningkatan pelayanan serta untuk memberikan 

pelayanan jasa keuangan yang aman kepada masyarakat, 
Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut 
Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut 
Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR; 

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-Undang                
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54  
Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Bank 
Perkreditan Rakyat Garut yang dibentuk dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah  
Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10               
Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank 
Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi                

9 (sembilan) PD. BPR, sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan hukum dan keadaan saat ini, sehingga perlu 

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan 

Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat Garut;  
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Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang            

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5253); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia            

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang 

Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas 
atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha 

Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia  Tahun 2018 
Nomor 700); 

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 

tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5629); 

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 
tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                    
Nomor 5685); 

14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 
tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak 

Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 147); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT 

dan 

BUPATI  GARUT 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   :    PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM 
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GARUT.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Garut. 

4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten yang mewakili pemerintah daerah 
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BPR dan memegang 

segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan 
Pengawas. 
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 
daerah. 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan 
berdasarkan Peraturan Daerah. 

7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang 
melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya 
tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang mengenai perbankan. 

8. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut yang selanjutnya 

disingkat Perumda BPR Garut adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh 
modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 

9. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Perumda BPR Garut. 

10. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda BPR Garut. 

11. Direksi adalah Direksi Perumda BPR Garut. 

12. Pegawai adalah pegawai Perumda BPR Garut yang diangkat dan diberhentikan 
berdasarkan Keputusan Direksi. 

13. Kantor Cabang yaitu Kantor Perumda BPR Garut yang secara langsung 
bertanggungjawab kepada kantor pusat Perumda BPR Garut dengan alamat 
tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya. 

14. Kantor Kas yaitu Kantor Perumda BPR Garut yang melakukan pelayanan kas, 
tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, 

dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan 
usahanya. 

15. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah. 

16. Daftar Penilaian Kinerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan 
oleh Direksi. 

BAB II 

PEMBENTUKAN BPR GARUT 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut 
yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10               
Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 

Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil 
Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, diubah namanya menjadi Perumda Bank 

Perkreditan Rakyat Garut. 

Pasal 3 

Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda BPR Garut dapat 

membuka Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

MODAL  

Pasal 4 

Modal Perumda BPR Garut merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, yang 
terdiri dari: 

a. modal dasar; dan 

b. modal disetor. 

Pasal 5 

(1) Modal dasar Perumda BPR Garut sebagaimana dimaskud dalam Pasal 4 huruf a 

ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). 

(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b telah disetor 

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebesar Rp25.435.626.540,21                  
(dua puluh lima miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh 
enam ribu lima ratus empat puluh rupiah dua puluh satu sen).  

(3) Pemenuhan sisa kewajiban pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan DPRD 
Kabupaten. 

(4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melalui: 

a. investasi jangka panjang; dan/atau 

b. penyertaan modal barang milik daerah (aset). 

(5) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan 
melalui penyertaan modal Daerah secara bertahap sesuai kebutuhan Perumda 

BPR Garut berdasarkan kemampuan keuangan Daerah yang besarannya 
dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah, apabila modal dasar sudah terpenuhi dan/atau ada 

perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB IV 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 6 

(1) Perumda BPR Garut berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten. 

(2) Kantor Cabang, Kantor Kas, dan Kegiatan Pelayanan Kas lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan di wilayah Kecamatan atau daerah 
lainnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. 
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Bagian Kedua 

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Tugas 

Pasal 7 

Perumda BPR Garut mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perbankan 

sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 2 

Fungsi 

Pasal 8 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Perumda BPR 
Garut mempunyai fungsi: 

a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan 

berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan; 

b. pemberian kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat 
daerah, sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil 

dan menengah; 

c. pelaksanaan kerjasama Perumda BPR Garut dengan lembaga keuangan atau 

lembaga lainnya; 

d. penempatan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, 
tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan pada lembaga keuangan 

atau lembaga lainnya; 

e. membantu Pemerintah Daerah Kabupaten dalam optimalisasi penyaluran dana 

untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan               
perundang-undangan; 

f. membantu Pemerintah Desa di wilayah Daerah Kabupaten dalam melaksanakan 

fungsi kas Desa dan sebagai penyaluran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

g. melaksanakan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB V 

ORGAN 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 9 

Organ Perumda BPR Garut terdiri dari: 

a. Bupati; 

b. Dewan Pengawas; dan 

c. Direksi. 



7 
 

Bagian Kedua 

Bupati  

Pasal 10 

(1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a mewakili Pemerintah 
Daerah Kabupaten dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada 
Perumda BPR Garut dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.  

(2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilimpahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah melalui:  

a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:  

1. perubahan anggaran dasar;  

2. pengalihan aset tetap;  

3. kerja sama;  

4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau 
penyertaan modal;  

5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal 
kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;  

6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;  

7. mengesahkan rencana bisnis (bussines plan) dan rencana kerja jangka 
panjang (corporate plan); 

8. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;  

9. penetapan besaran penggunaan laba;  

10. pengesahan laporan tahunan;  

11. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan 
pembubaran; dan  

12. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah 
kekayaan bersih BPR Garut dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.  

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan mengambil keputusan yang dapat 

dilimpahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah, diatur dengan Peraturan 
Bupati. 

Bagian Ketiga 

Dewan Pengawas 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal 11 

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari unsur 

independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan                        
perundang-undangan.  

Pasal 12 

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.  
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(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.  

(4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.  

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri atas 1 (satu) orang anggota,                    
1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap 

anggota Dewan Pengawas.  

(6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari (satu) orang anggota,                     
1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan 

Pengawas.  

(7) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada                 
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas 

keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan BPR.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun 

dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Paragraf 2 

Persyaratan Pengangkatan 

Pasal 14 

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam              

Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:  

a. sehat jasmani dan rohani;  

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang 
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

perusahaan;  

c. kompetensi;  

d. reputasi keuangan yang baik;  

e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  

f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 
manajemen;  

g. berijazah Strata 1 (S-1);  

h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;  

i. tidak pernah dinyatakan pailit;  

j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang 

dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan 
pailit;  

k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;  

l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon 

wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

m. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas jasa Keuangan 

(OJK). 
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Pasal 15 

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi:  

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;  

b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;  

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional            
BPR Garut yang sehat; dan  

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.  

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c 

meliputi:  

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan 
dengan jabatannya; dan  

b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.  

(3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada             
ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 
50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki 

pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Pengawas lainnya dapat 
memiliki pengalaman bidang lainnya.  

(4) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d 
meliputi:  

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan  

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, 
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.  

Pasal 16 

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:  

a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua 
termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; 
dan  

b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, 
mertua, menantu, dan saudara kandung.  

(2) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung 
atau tidak langsung pada Perumda BPR Garut.  

(3) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung 

atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh 
BPR Garut.  

Pasal 17 

(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Dewan Pengawas 
dilaksanakan oleh Bupati.  

(2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.  

(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji 
kelayakan dan kepatutan serta diumumkan melalui media.  

(4) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.  

(5) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) dinyatakan lulus seleksi untuk diajukan kepada Otoritas 
Jasa Keuangan.  
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(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Dewan Pengawas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 

Tugas, Wewenang, dan Tanggungjawab 

Pasal 18 

(1) Dewan Pengawas bertugas:  

a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Garut; dan  

b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan 
pengurusan Perumda BPR Garut.  

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:  

a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan  

b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. 

(3) Dewan Pengawas wajib:  

a. melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati; dan  

b. membuat dan memelihara risalah rapat.  

(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:  

a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan  

b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.  

Pasal 19 

Dewan Pengawas mempunyai wewenang antara lain:  

a. meneliti rencana strategis bisnis (corporate plan), rencana kerja tahunan dan 

anggaran Perumda BPR Garut sebelum diserahkan kepada Bupati untuk 
mendapatkan pengesahan;  

b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk 
mendapat pengesahan Bupati;  

c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada Bupati 

untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Garut;  

d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Garut;  

e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 
pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Garut;  

f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan 

pemberhentian anggota Direksi kepada Bupati; dan  

g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.  

Pasal 20 

(1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, dan wewenang bertanggung jawab 
kepada Bupati.  

(2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang 
ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.  
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Pasal 21 

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada Bupati dan 
Otoritas Jasa Keuangan setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 

sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam 
Negeri. 

Pasal 22 

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk 
sekretariat atas biaya BPR Garut yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) 
orang. 

(2) pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
atas pertimbangan efisiensi pembiayaan BPR Garut. 

Paragraf 4 

Pemberhentian  

Pasal 23 

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:  

a. meninggal dunia;  

b. masa jabatannya berakhir; atau  

c. diberhentikan sewaktu-waktu.  

Pasal 24 

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya 
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan 
Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan 

paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.  

(2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan               

sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, pemberhentian 
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.  

Pasal 25 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Dewan Pengawas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 5 

Penghasilan Dewan Pengawas 

Pasal 26 

(1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.  

(2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas:  

a. honorarium;  

b. tunjangan;  

c. fasilitas; dan/atau  

d. tantiem atau insentif kinerja.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Bagian Keempat 

Direksi 

Paragraf 1 

Pengangkatan 

Pasal 27 

Direksi melakukan pengurusan terhadap BPR Garut.  

Pasal 28 

(1) Direksi diangkat oleh Bupati.  

(2) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh Bupati.  

(3) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit                  
2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.  

(4) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan                             
Perumda BPR Garut serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).  

(5) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4).  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 29 

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat 
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:  

a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan  

b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang 
sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. 

Paragraf 2 

Persyaratan Pengangkatan 

Pasal 30 

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi 
syarat meliputi:  

a. sehat jasmani dan rohani;  

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang 
baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan 

perusahaan;  

c. kompetensi;  

d. reputasi keuangan yang baik;  

e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;  

f. memahami manajemen perusahaan;  

g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;  

h. berijazah S-1 (Strata Satu);  

i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan 

berbadan hukum dan pernah memimpin tim;  
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j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima 

puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;  

k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan 

bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;  

l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan 
keuangan negara atau keuangan daerah;  

m. tidak sedang menjalani sanksi pidana;  

n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon 
wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan 

o. memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK). 

Pasal 31 

(1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:  

a. memiliki akhlak dan moral yang baik;  

b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan                   
perundang-undangan;  

c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional 

Perumda BPR Garut yang sehat; dan  

d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.  

(2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c 
meliputi:  

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan 

dengan jabatannya; dan  

b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.  

(3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d 
meliputi:  

a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan  

b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang 
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, 
dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.  

Pasal 32 

(1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:  

a. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua termasuk 
mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan 
suami/istri; dan  

b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan 
suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.  

(2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung 
kepada BPR Garut atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh               
BPR Garut.  

Pasal 33 

(1) Proses pencalonan, pemilihan, dan pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh 
Bupati.  

(2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.  
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(3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi tahapan uji 

kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim.  

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Sekretaris Daerah, unsur 

perangkat daerah, lembaga profesional, dan dapat melibatkan Dewan Pengawas 
dan Direksi.  

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.  

(6) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 
oleh Bupati sebelum diajukan calon kepada Otoritas Jasa Keuangan.  

(7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) dinyatakan lulus seleksi.  

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi Direksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 

Tugas dan Wewenang 

Pasal 34 

(1) Direksi mempunyai tugas:  

a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Garut meliputi:  

1. menyusun perencanaan;  

2. pengurusan/pengelolaan; dan  

3. pengawasan kegiatan operasional.  

b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan 
Perumda BPR Garut berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan 

oleh Dewan Pengawas;  

c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran 

Perumda BPR Garut kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi 
aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, 
kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;  

d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan 
kegiatan Perumda BPR Garut;  

e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca 

dan Laporan Laba Rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk 
mendapat pengesahan; dan  

f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan               
perundang-undangan.  

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama 

dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Garut. 

Pasal 35 

Direksi mempunyai wewenang:  

a. mengurus kekayaan Perumda BPR Garut;  

b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Garut berdasarkan 

Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Garut yang bersangkutan;  

c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Garut dengan 
persetujuan Dewan Pengawas;  

d. mewakili Perumda BPR Garut di dalam dan di luar pengadilan;  
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e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum 

tertentu mewakili Perumda BPR Garut, apabila dipandang perlu;  

f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan Bupati melalui 

Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak 
atas aset milik Perumda BPR Garut yang merupakan hasil pengelolaan Perumda                  

BPR Garut berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai 

Perumda BPR Garut; 

i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Garut; dan  

j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan              
perundang-undangan.  

Pasal 36 

(1) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 bertanggungjawab kepada 
Bupati melalui Dewan Pengawas.  

(2) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota 

Direksi. 

Paragraf 4 

Pemberhentian  

Pasal 37 

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:  

a. meninggal dunia;  

b. masa jabatannya berakhir; atau  

c. diberhentikan sewaktu-waktu.  

Pasal 38 

(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, anggota Direksi wajib 

menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lama                 
3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.  

(2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan                  
sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, pemberhentian 
dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.  

Pasal 39 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian anggota Direksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 5 

Penghasilan Direksi 

Pasal 40 

(1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh Bupati.  
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(2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  

a. gaji;  

b. tunjangan;  

c. fasilitas; dan/atau  

d. tantiem atau insentif pekerjaan.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VI 

PERENCANAAN DAN PELAPORAN 

Bagian Kesatu 

Perencanaan 

Pasal 41 

(1) Direksi wajib menyusun rencana bisnis Perumda BPR Garut yang hendak 
dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.  

(2) Rencana bisnis BPR Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
memuat:  

a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;  

b. kondisi Perumda BPR Garut saat ini;  

c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;  

d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;  

e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);  

f. proyeksi Keuangan; dan  

g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate 
social responsibility.  

(3) Rencana bisnis Perumda BPR Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati 

untuk mendapatkan pengesahan. 

(4) Rencana bisnis Perumda BPR Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.  

Pasal 42 

(1) Direksi Perumda BPR Garut wajib menyusun rencana kerja dan anggaran 
tahunan Perumda BPR Garut yang merupakan penjabaran tahunan dari 

rencana bisnis Perumda BPR Garut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.  

(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Garut sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:  

a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan  

b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.  

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Garut yang telah 
ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk 
mendapatkan pengesahan.  
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Pasal 43 

(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, Bupati tidak memberikan 
pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran Perumda BPR Garut 

dinyatakan berlaku.  

(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Garut dalam 
tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.  

(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Garut yang telah mendapat 
pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.  

(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Garut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.  

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 44 

(1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.  

(2) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan 
tahunan. 

Pasal 45 

Ketentuan lebih lanjut mengenai Laporan Dewan Pengawas dan Direksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 44 diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 

TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA 

Pasal 46 

(1) Tahun buku Perumda BPR Garut disamakan dengan tahun takwim.  

(2) Penggunaan laba dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. apabila Perumda BPR Garut masih memiliki akumulasi kerugian pada 
tahun-tahun sebelumnya, maka seluruh laba bersih yang diperoleh wajib 
dikompensasikan terlebih dahulu pada kerugian sebagaimana dimaksud; 

dan 

b. apabila kompensasi terhadap kerugian sebagaimana dimaksud dalam   
huruf a telah dilaksanakan dan masih terdapat selisih lebih, maka 

kelebihan tersebut dapat dibagikan sebagai laba sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Direksi dilarang melaksanakan pembagian laba apabila pembagian laba 
mengakibatkan Perumda BPR Garut tidak mencapai rasio kecukupan 
permodalan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda BPR Garut 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan 
Bupati.  
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BAB VIII 

KERJASAMA 

Pasal 47 

(1) Perumda BPR Garut dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, 
lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.  

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui 

program:  

a. kemitraan;  

b. kerjasama operasi (joint operation); dan  

c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan                      
perundangan-undangan.  

BAB IX 

PERHIMPUNAN BPR 

Pasal 48 

(1) Setiap BPR menjadi anggota Perhimpunan BPR.  

(2) BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagai asosiasi yang 
menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi 

terkait di pusat dan daerah.  

(3) Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan 
rencana kegiatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina 

Keuangan Daerah untuk pembinaan pada BPR. 

BAB X 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 49 

(1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR Garut dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan.  

(2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perumda BPR Garut dilakukan 
oleh Bupati.  

BAB XI 

PEMBUBARAN 

Pasal 50 

Pembubaran Perumda BPR Garut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

BAB XII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 51 

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Direksi dan/atau Dewan Pengawas                        
PD. BPR Garut tetap melaksanakan tugas sampai berakhir masa jabatannya 

atau sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini. 
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(2) Struktur Organisasi PD. BPR Garut masih tetap berlaku sampai dengan 

dilakukan penyesuaian struktur organisasi Perumda BPR Garut berdasarkan 
Peraturan Daerah ini. 

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh kekayaan, hak dan 
kewajiban, serta kepegawaian yang dikelola oleh PD. BPR Garut sesuai dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut 
Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut 

Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR, beralih statusnya menjadi kekayaan, 
hak dan kewajiban serta kepegawaian Perumda BPR Garut. 

BAB XIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 52 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah               

Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Garut Hasil 
Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2013  

Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 53 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.  

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal  9 - 11 - 2018 

 B U P A T I  G A R U T,  

      t t d 

     RUDY GUNAWAN 

Diundangkan di Garut 
pada tanggal 12 - 11 - 2018     

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT, 

 t t d 

         Y A T I E  R O H A Y A T I 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT 
TAHUN 2018 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT:                   

(7/222/2018) 


